
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 1' TAHUN 20 17

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOL,AAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK LEMBANG DI KAI}UPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasa.l 32 ayat (3) peraturan
Menteri Desa, Pembargunart Daerah Tertinggal, DaI
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2O15
tentalg Pendirian, Pengurusan dal pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bupati melakukan
pembinaa-n, pemarrtauan dan evaluasi terhadap
p€ngembangar manajemen dan sumber daya manusii
pengelola BUM lembang;

b. bahwa untuk mempercepat kemandirian Lembang dalam
hal peningkatan perekonomian Lembang dan pendirian
Badan Usaha Milik kmbarlg di Kabupaten Tana Toraja,
perlu ditetapkaq Peraturan Bupati Tana Torqja tentang
Pedoman Pembentukan Badal Usaha Milik L€mbang di
Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati TaIa Toraja;

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1a22l;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daera-h (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor- 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l€mbaran

_Mengingat



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s234li

4. Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, ?ambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
leTenntahan Daerah (l,embaran Negara nepuUtii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan temiaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimala telah
diubah beberapa kali, tera_khir dengan Un-dang_Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua ata!Undang-Undang NoEor 23 Tahun 2Ol4 t .rt lrg
l"T"*63" Daerah {t,embaran Negara nepuUfil
Indonesia Tahur 2Ol5 Nomor 5g Tambahan f,._t.."r,
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentars
Peraturan Pel,aksanaal Undang_Undang Nomo. O fJ-ui
2014 tentang Desa (kmbararr Negara Republik I"do;;";
Tahun___2ol4 Nomor 123, fambahaa f--U.."r, N.g"r"
Repubuk Indonesia Nomor 5539) sebagaimala tebn ;iu'bah
dengan Peraturan pemerintah Nonior 47 TJ;-roii
!TAk- Negara Republik Indonesia t fru" ZOf S Uo_o.L57, Tambahan Lembarar Negara Republik I"do;;;
Nomor 5717);

7. Peraturar pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DaraDesa yang bersumber dari Anggaran e""aapat"i J",Belanja Negara (I*mbararr Negara Repubtik' f"d;";J;
1du1r...2014 _ 

Nomor 168, tambahar L"-U*rrl 
- 
ri"g_I

Republik- Indonesia 5558) sebagaimana relah di;i;qengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1S(lj:mbaran_ Negara Republik Indonesia fafru" ZOiJ ll.m.i
!!,_ Tambahan Iembaran Negara Repubtik lnaonesla lVomJr
s69a);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa leeria Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O9i);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 renran.
Pedoman pembangunan di Desa (Berira rv.gar" n.prliiiIndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah terlinseal-oan Eansmrgrasi, Nomor 4 tahun 2015, rentang pendi al-pengurusan dar pengelolaan, darl pembubai"" a"a..usaha milik desa(berita Negara Repubiik t.,aor."i. i2Ol5 nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentarg pembentukan hoduk H"t"* Or..rf,'iSl;i;

Negara Republik lndonesia Tahun ZOf S fl._., ZJgOf ;,""'-



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN,
PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAI\i
USAHA MILIK LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA
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BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pass-l 1

BAB II
PENDIRIAN BUM LEMBANG

Pasal 2

qatrn P-eratur3n Rupati ini yang dimaksud dengan:
L. lembang adalah kesatuan misyarakat hukuin yalg memiliki batas wilayahyalrg berwenarg untuk mengatur: dalr mengurus- urusarr pemerintaha-n,

kepentingan masyarakat setem.pat berdasarkll piakarsa masyaratat, haf<asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui a"r, ait o.*uti a"fu*sistem pemerintahan Negara Kesatu", n"pitf .l"Jr"""Ll"
2. Badan Usaha Milik Lembang, selanjutnya disebut BUM Lembang, adalahbadan usaha yalg seluruh atau sebagian U""", rnoja"v" dimiliki oleh

Jr-P"ng melalui penyertaan secara hnlgsung y..g L.l""J'aari kekayaan
Ij:nbang 

yalg dipisahkan guna mengeloL 
""Jt, 

j.""" p.f"f"""", dan usahatarnnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan *^"y"rat t LmUang.a 
::I1ell"tgl- Tmbarg adatah kepala.l,embang dibanru perangkat r,embarlgseoagar unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.

a. Paqan Permusyawaratan kmbang, selanjutnya disingkat BpL adalahlembaga yang mela_ksanakaa 
_ _iingsi p;-;;t rr;:;;g anggotanyamerupakan wakil dari oenduduk timbang b..A;;6 keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah lembang ada.lah musyawarah antara BadanPermus.yawaratan L€mbang, pemerintah rrmtar,g, ;; ;; masyamkatyang diselenggaralan oleh 
. 

Badan 
. e"r-u"y"o,L"tar, - mbang untukmenyepakati hal yang bersifat strategi". -

6. K€sepakatan Musyawaratl teJnbanq adalah suatu hasil keputusan d,ariMusyawarah lemba-ng dalam bennrf tesepat<atan lurrg ;i*"rrgka. a.l"-Berita Acara kesepakatan Musyawarah l,.-u..el;; E;latangani olehKetua Badan permusyawaratan kmbang darr Ke"pJ;-L;;;g;
7. Peraturarl Lembang adalah peraturan.- perundang_undangan yang

litejae$n oleh Kepala Lembang setelah dibJhas am ji".fuUti U..".*,Badar Permusyawaratan kmbaig;

Pendiriar BUM L€mbane dimalsudkal sebagai upaya menampung seluruh
lrccr*an qi bidang ekonomi dan/arau pelayiran 'umr; ;;; diketota otehIembang dal/atau kerja sama ar:tar _ f.'r"U^"g. -



Pendirian BUM Lembang bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Lembang;
b, mengoptimalkan aset Lembang agar bermaafaat untuk kesejahteraan

lemba-ng;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiIembang;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Lembang dan/ ataudengan pihak ketiga;
e' menciptakan peruaag dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayaaan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraar masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi I:mbalg; dan
h. meningkatJ<aa pendapatan masyarakat lembang dan pendapatan AsliLembang.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

{1) Pendiria, BUM Lembarrg sebagaimana dimaksud daram pasal 4 disepakati
melalui Musyawarah Lembang, sebagaimana diatur dalam peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang
Pedoman Tata Tertib darl Mekanisme pengambilan Keputusa-n Musyawarah
Lembang.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah kmbang
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi :

a. pendirian BUM l€mbang sesuai dengal kondisi ekonomi dan sosial
budaya masyara-kat;

b. organisasi pengelola BUM Iembang;

4-

(1) Lembang dapat mendirikan BUM Lembang berdasarkan peraturan y'
l€mbarg tentang pendirian BUM Lembang;

(2) l,embang dapat mendirikan BUM L€mbang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Lembalg dan/atau masyarakat kmbang;
b. potensi usaha ekonomi l,embang;
c. sumber daya alam di lembang;
d. sumber daya manusia yalg mampu mengelola BUM Lembang; dan
e. penyertaan modal dari pemerintah lembang dalam bentuk pembiayaal

dan kekayaan Iembang yang d.iserahkan untuk dikelola sebagai bagian
dari usaha BUM Lembang.



c. modal usaha BUM Lembang; dan
d. AnggaJan Dasal dan Anggaran Rurna_h Tangga BUM Lembang.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah lembang sebagaimana dimal<sud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Lembang dan Badal
Permusyawaratan I€mbang untuk menetapkan peraturan Lembang
tentarrg Pendirian BUM Lembang.
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Pasal 6

(1) Dalam raagka kerja sama aatar-Lembang da.rt pelayanal usaha antar-
Itmbang dapat dibentuk BUM kmbang bersama yang merupakaa milik 2
(dua) I€mbang atau lebih.

(2) Pendirian BUM lembang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disepakati mel,alui Musyawaralr antar- l€mbang yang difasilitasi oleh
badar kerja sama antar- Lembarg yarg terdiri dari:
a. Pemerintah L,embang;

b. anggota Badan permusyawaratan Iembarlg;
c. lembaga kemasyarakatan kmbarlg;
d. lembaga L,€mbang lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah L€mbang sebagaimana dimaksud da.lam
Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM
Lembalg bersama.

(4) BUM l,embang bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama Kepala
Lembang tentang Pendirian BUM l€mbang bersama.

pENGURUSAN DAN r.RBi[*o* BUM LEMBANG

,""*u oiXfl,3$",ji'# rrmbang

Pasal 7

(1) BUM Lembang dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
_(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari
BUM Lembang darr masya-rakat.

(3) Dalanrr hat BUM lembang tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan
hukum, bentuk organisasi BUM Lembarg didasarkan pada peraturan
L€mbarg tentang pendirian BUM Irmbang, sebagaimana dimat<sud dalam
Pasal 5 ayat (3)-
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BUM L€mbang dapat membentuk unit usaha meliputi:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuaa modal, dibentuk berdasarkan

perjarjian, dan melakukarr kegiatan usaha dengar: modal yarlg sebagian
besar dimiliki oleh BUM lembang, sesuai denga-n peraturan perundang-
undalgan tentalg perseroan Terbatas; dan

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM l,embang sebesar 6O (enam
puluh) persen, sesuai dengal peraturan perundang-undaagan tentang
lembaga keuangan mikro.

Pasal 11

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Lembang

Pasal 9

organisasi pengeloLa BUM Lembang terpisah dari organisasi pemerintahan
Lembarg.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi pengelola BUM Lembang terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

(2) Penarnaan.susunal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat
ff"1ffiT!1n,-ryill:!:,.rr nama setempat yang airanaaii semangat
KeKeruargaan dan kegotongrol.ongan.

{1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal lO huruf a dijabat secara
ex-officio oleh Kepala l,embarg yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berkewajiban:
a. memberika:r nasihat kepada pelaksana Operasional dalam

melaksanakal pengelolaa$ BUM l,embang;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yarrg dianggap

penting bagi pengelolaan BUM lembang; dan
c. mengendalikan pelal<sanaan kegiatan pengelolaan BUM Lembang.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai persoalan

yarg meayangkut peagelolaan usaha lcmbang; dan
b. melindungi usa_ha Lembalg terhadap hai-hal yang dapat menurunkan

kinerja BUM kmbarrg.

Pasal 8



Pasa.l 12

(1) Pelaksana Operasiona.l sebagaimana d.imaksud dalam pasal 10 huruf
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Lembang sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rr]Inah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksaaakan dan mengembangkan BUM L€mbang agar menjadi

lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi darr/atau pelayanan
umum masyarakat kmbang;

b. menggali dan memalfaatlan potensi usaha ekonomi I_embang untuk
meningkatlan pendapatan Asli l,embang; dan

c. melakukal kerjasama dengan lembaga_lembaga perekonomian
Iembang lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuargan seluruh unit-unit usaha BUM l,embalg

setiap bulan;
b. membuat laporan prerkembalgan kegiatar unit-urft usaha BUM

kmbang setiap bulan;
c. memberikan laporal perkembangan unit-unit usaha BUM tembang

kepada masyar:akat l€mbang melalui Musyawarah Lembaag sekurang_
kurangnya 2 (dua) kali da.laln 1 (satu) tahun.
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Pasal 13

(1) Dalam melaksanalan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota pengelola atau di
pilih Melalui Musyawarah Lembang sesuai dengan kapasitas bidang usaha,
khususnya dalam mengurus pencatatan darr administrasi usaha dan
fuagsi operasional bidang usa]:a.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu kar5rawan sesuai dengan kebutuhan
dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab,
pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainlya.

Pasal 14

-(U Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Lembalg yang mempunyai jiwa wirausaha;
b- berdomisili dan menetap di Lembang sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian tertradap usaha

ekonomi Lembang; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK ata'u

sederqiat;

(2) Pelaksarra Operasional dapat diberhentikar dengan alasar:
a. meninggal dunia;



b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Angga.ran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM I,embalg;

c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat

perkembalgan kinerja BUM Lembang;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

(1) Pengawas 56lagaitnana dfu1aftsud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili
kepentingan masyarakat.

(2) Susunal Badan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekrctaris merangkap anggota;
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (t) mempunyai kewajiban
menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kine{a BUM Lembang
sekuralg-kurangnya 1 (satu) tahun sekali-

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U berwenalg
menyelenggarakan Rapat UrBum pengawas Lrntuk:
a. pemilihal dan pengargkatan pengurus sebagaimana dima_ksud pada

ayat (21;

b. penetapan kebilakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM
Iembaag; dan

c. pelaksanean pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana
Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga BUM Lembang.

Bagia! Ketiga
Modal BUM kmbang

Pasal 17

(1) Modal awa_l BUM kmbarlg bersumber dari ApB lembang
(2) Moda.l BUM Lembang terdiri atas:

Susunal Pengelola BUM L€mbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
dipilih oleh masyarakat l€mbang melalui Musyawarah lembang sesuai dengan
.ketentuan dalam peraturan Menteri tentang pedoman Tata fe.tib da.,
Mekaaisme Pengambilan Keputusan Musyawaral L€mbang.
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Pasal 16
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a. pen5rertaan modal l,embang; dart

b. peuyertaan moda-l masyaJakat l,embang.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal lembang sebagaimala dima_ksud dalam pasal 17 ayat l2lhuruf a terdiri ata.s:

Pasal 2O

a. libah dari piha& swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyar:akatan
$an/atau lembaga donor yang disa_lurtan melalui mekanisme ApBkmbang;

b. F.tui. Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah
Daera}l Kabupaten/Kota ya g disa.turkaq mela-lui' mekanisme ApBI.embang;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomikemasyaralatan dan/atau- lembaga donor y."g'aip""t .." 
".u"!Jkekayaan kolektif Lembang darr &salurkan L"f'af ri'-.t"ri"_" Apgkmbarrg;

d aset-Iembang yang diserahkan kepada ApB tembang sesuar dengarrketentuan peraturan perundang_undang"" t."t""g n".i L€mbang.(2) Penyertaan moda.l masvarakat le-mlang sebagaimia dimaksud dalam
LTl__,1 ayat (2) rurui b berasJ;;'d;;!;;"1#iu^, dan atauslmpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifrkasi Jenis Usaha BUM lembang

Pasal 19

(1) BUM lembang dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhanayang memberikan pelayanan unum (serving) kepada masyaral<at denganmemperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUM L€mbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat memanfaatl<an sumber aaya totat dan teknologi tepat guna,

melipud:

a. air minum kmbang;
b. usaha listrik kmbang;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuar mengenai pemarfaatan sumber daya lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan LmUrrg dan teknologi
tepat guna.

(1) BYM, Lembang. dapat menja.lankan .bisnis p€nyewaan (renung) baranguntuk melayani kebutuhan masyarakat Iembang a"r, jiiuirf.L untuflmemperoleh Pendapatan Asli Iembang.



(2) Unit usaha dalam BUM kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat meqiatankan kegiatan usaha' p""yJ*.""-.*rip"f,, "*-
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tarah milik BUM lembans; dan
f. barang sewaal lainnya. -
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Pasal 21

Pasal 23

(1) BUM le:nbang dapat menjalalkan usaha perantara (brokering) yang
memberikaa jasa pelayanal kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUM lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Lembang untuk memasa::kan produk yang dihasilkai masyarakat;

dal
c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal22

(1) BUM L€mbang dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau
berdagang (trading) barang-barang tertentu unh-rk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM L€mbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
a. pabrik es;

b. pabrik asap cair;
c. hasil pertaniaa;

d. sarana produksi pertanian;
e- sumur bekas tamban$ dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

r(1) BUM Lembang dapat menjalankan bisnis keuangan (finalcial business)
yarrg memenuhi kebutuhan usaha-usala skala mikro yalg dijatankan oleh
pelaku usaha ekonomi kmbang.

(2) Unit usaha dalarn BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memberikar akses krcdit darr peminjamar yang mudah diakses oleh
masyarakat lembang.



(1) BUM Lembarrg d.apat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai indukdari unit-unit usaha yang dikembangL* -."y.rJoi;fi;* baik datamskala lokal l-embang maupun kawasan frerdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiriyang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BuM'l,embang agar turnbuhmenjadi usaha bersama,
(3) Unit usaha datam BUM L€mbarg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:a. pengembangan kapal Lembang berskala besar untuk mengorganisasi

nelayan kecil agar usaianya menjadi lebih ekspansif;b. Lembang/Desa Wisata yang mengorganisir ralgkaian jenis usaha dari
kelompok masyara_kaldan

c. kegiatan usaha bersama yalg mengkonsolidasikan jenis usaha lokal
lainnya.

Pasal 25

Strategi pengeloLaan BUM lembang bersifat bertahap dengan
mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM
I€mbang, meliputi:
a. sosialisasi dan pembelqjarar tentang BUM Lembang;
b. pelalsanaan Musyawaral kmbang dengan pokok bahasan tentang BUM

Irmbang;
c. pendirian BUM Lembang yang menjalankan bisnis sosial (social business)

dan bisnis penyewaan (renting);

d. analisis kelayalan usaha BUM lembarlg yang berorientasi pada usaha
perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial ( (social
business), bisnis keuargan (Iinancial business) darl perdagangan (tfading),
bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek
manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial
buda-va, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek
badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

e, pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kedasama
BUM l,embang antar kmbang atau kerjasama dengajr pihak swasta,
organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

f. diversifrkasi usala dalarn bentuk BUM L€mbang yang berorientasi pada
bisnis keuangan (fmancial business) dar usaha bersarna (holding).
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Pasa.l 24

Bagian Keiima
Alokasi Hasil Usaha BUM Irmbang

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Lembang merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil transa-ksi dikuangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada
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pihak lain, serta penlrusutan atas bararg-baralg inventaris dalarn 1 (satu)
tahun buku,

(2) Pembagian hasil usaha BUM l€mbang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasa-r/Anggaran Rumah Tangga BUM Lembang.

(3) Alokasi pembagiar hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikelola meLalui sistem akuntansi sederharra.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Lembang

Pasa.l 27

(1) Kerugiar yang .lielami BUM Lembang menjadi beban BUM Lembang.
(2) Dalam ha-l BUM l,embang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan

kekayaan yang dimilikinya, dinyata}al rugi melalui Musyawara_h l,embang.
(3) Unit usaha milik BUM Lembang yalg tidak dapat menutupi kerugian

dengan aset darr kekayaan yang dimitikinya, dinyatakan pailit sesuai
dengan ketentuajr dalam peraturan perundang-undangan mengenai
kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM l€mbang Antar- Lembalg

Pasal 28

(1) BUM,lembaag dapat melal<ukan kerjasama antar 2 (dua) BUM lembang
atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM kmbang atau lebih dapat dilakukaa dalam
satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupatenlkota.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih harus mendapat
persetujuan masing-masing pemerintah Lembang.

Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih dibuat dalam naskah
perjanjiarr kerjasama.

(2) Naskah pe{anjian ke{'asama artar 2 (dua) BUM L€mbang atau lebih paling
sedikit memuat:
a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. ha& dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. F,engalihan aset; dan
h. penyelesaian perselisihan



(U Kegiatan kerjasaua antar 2 (dua) BUM Lembang atau lebih
diFertanggungiawabkan kepada Lembang masing-masing sebagai pemitk
BUM l€mbartg.

(2) Dalarn hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM lrmbang yang
berbadaa hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarr
tentang PerEeroa! Terbatas dan Ismbaga Keuangan Milco.

Bagian Kedelapan
Pertanggurgiawaban Pel,ksarlaFn BUM Lembang

Pasal 31

(1) Pelaksan^a Opcrasional metraporkan pertatggunglawaban pelaksanaan BUM
Irmbang kepada penasihat yang sccara ex-omcio dijabat oleh Kepa-la

(2) BPL melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah l,embang dala.:m
membina pengelolaan BUM kmbang.

(3)Pemerintah Lcmbang mempertanggungiawabkar tugas pembinaal
terhadap BUM Lembang kepada BpL yang disampaikan melalui
Musg/awarah Lembang.

Pasal 30

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pasal 32

(1) Bupati 
_ 
melakukan pembinaan, peearrtauan dan eva.luasi terhadappengembaagan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMkmbang,

( l ) BUnt 
,l,em_qa{l_g_yang, 

,.Fl ada sebelum peraturan Bupati ini bertaku tetapqapar menJalankar.r kegiatannya.
(2) BUM ld.nbang sebagaimana dima-ksud pada ayat (f) wajib melakukanpe.nyesualln dengan ketentuan 

leratuan- Bupati i*'p'.fi"i tama f lsatuitahun terhitung sejak peraturan Bupati ini beriaku.

-13-

(3) Naskah perjanjian kerjasarna anta.r 2 (dua) BUM t mbang atau lebih
ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM t€mbang
yang bekerjasama.

BAB TV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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PENUTUP

Agar setiap orang
Bupati ini dengal

mengetahuinya,

VI

34

pengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah Kabupaten Tana

Toraja.

*

Diundanglan di Makale
pada targgal 12 JErl 2 7
PIh. SEIRETARIS

SEMUEL

BERITA DAERAH

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 12 Jud 2Ot?

BUPATI TANA TORA.IA,

NICODEMUS BIzuNGKANAE

TANA TORA.IA,

TORAJA TAHUN 2017 NOMOR I 
'

TANA

Peraturan Bupati ini mu.lai berlaku pada tanggal diundangkal.


